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Abstract. Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. In order 

to carry out their worship, Indonesian Muslims each year become a large part of the world's 

pilgrims, and in large numbers, also become part of the world's Umrah pilgrims. The 

implementation of the regular Hajj pilgrimage is the responsibility of the government to 

organize it, meanwhile the implementation of special Hajj pilgrimages and Umrah is handed 

over to private parties with the exception that under certain conditions it can be taken over 

by the government. Thus, the implementation of special Hajj and Umrah pilgrimage trips 

has becomes a great business opportunity for many travel agents who have permission for 

it. However, the failure of organizing special Hajj and Umrah pilgrimage trips carried out 

by the private sector has occurred several times and is detrimental to prospective pilgrims 

and Umrah in very large numbers. Objective: To formulate institutionally the failure of the 

prospective pilgrims and or Umrah pilgrimage can be overcome, method: this research is 

normative legal research with a case study approach, and the result: the achievement of the 

objective of this research. Conclusion: Institutionally the failure of the prospective pilgrims 

and or Umrah pilgrimage can be mentioned above by implementing the legislation by 

forming a special institution that is part of the Ministry of Religion with the main task of 

taking over the organizers and or managers of the implementation of the problematic Hajj 

and Umrah pilgrimages. 
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Abstrak. Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Dalam 

rangka menjalankan ibadahnya, umat Islam Indonesia untuk setiap tahunnya menjadi bagian 

besar dari jamaah haji dunia, dan dalam jumlah yang besar juga menjadi bagian dari jamaah 

umrah dunia. Penyelenggaraan perjalanan ibadah haji reguler menjadi tanggungjawab 

pemerintah untuk menyelenggarakannya, sementara itu penyelenggaraan perjalanan ibadah 

haji khusus dan umrah diserahkan kepada pihak swasta dengan pengecualian dalam kondisi 

tertentu dapat diambil alih penyelenggaraannya oleh pemerintah. Dengan demikian 

penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus dan umrah menjadi peluang usaha yang 

besar bagi banyak travel agent yang memiliki izin untuk itu. Meskipun demikian kegagalan 

penyelenggaraan perjalanan ibadah haji  khusus  dan  umrah yang dilaksanakan oleh pihak 

swasta tersebut sudah beberapa kali terjadi dan merugikan calon jamaah haji khusus dan 

umrah dalam jumlah yang sangat  besar.  Tujuan:  Untuk  merumuskan secara kelembagaan 

kegagalan pemberangkatan calon jamaah haji dan atau umrah tersebut dapat diatasi, metode: 

penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, dan 

hasil: tercapainya tujuan diadakannya penelitian ini. Kesimpulan: Secara kelembagaan 
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kegagalan pemberangkatan calon jamaah haji dan atau umrah tersebut dapat diatas dengan 

mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dengan cara membentuk suatu 

lembaga khusus yang menjadi bagian dari Kementerian Agama dengan tugas utama untuk 

mengambil alih penyelenggara dan atau pengelola pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang 

bermasalah.  

 

Kata Kunci: haji, umrah, pemerintah, dan swasta. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini Indonesia adalah negara dengan 

pemeluk agama Islam terbesar di dunia, 

tetapi di perkirakan pada tahun 2050 posisi 

Indonesia tersebut akan tergantikan oleh 

India karena jumlah masyarakat India yang 

memeluk agama Islam akan lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah masyarakat 

Indonesia yang memeluk agama Islam, 

meskipun mayoritas masyarakat India tetap 

memeluk agama Hindu.1 Karena setiap 

agama membawa kemudayaannya sendiri, 

maka dapat dikatakan bahwa agama Islam 

merupakan bagian dari “arus utama” 

(mainstream) kebudayaan di dunia. 

Ajaran agama Islam mengajarkan 

kepada pemeluk agama Islam untuk 

menjalankan rukun Islam dan rukun iman. 

Salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh 

umat Islam dalam rangka pelaksanaan 

rukum Islam tersebut adalah melaksanakan 

ibadah haji ke Makkah di Saudi Arabia. 

Umat Islam yang mampu diwajibkan satu 

kali selama hidupnya untuk melaksanakan 

ibadah haji tersebut. 

Dalam rangka menjalankan perintah 

agamanya, maka umat Islam di seluruh 

dunia akan secara berbondong-bondong 

melaksanakan ibadah haji ke Makkah di 

Arab Saudi. Apabila hal tersebut tidak 

diatur secara terkoordiansi antara negara 

Arab Saudi sebagai negara penerima 

dengan negara- negara lainnya di dunia 

sebagai negara tempat asal jamaan ibadah 

haji, maka patut diduga secara wajar akan 

 
1 BBC News Indonesia, Islam Akan  Menjadi Agama 

Terbesar  Pada 2075, 

https://www.bbc.com/indonesia/majalah-

39510081, diunduh hari Sabtu tanggal 6 April 

2019. 

menimbulkan kesulitan di dalam 

pelaksanaan ibadah haji tersebut yang 

disebabkan oleh banyaknya umat Islam 

yang melaksanakan ibadah haji. 

Ibadah haji dilaksanakan pada waktu 

yang telah ditentukan. Dengan berbagai 

alasan, jumlah calon jamaah haji dari tiap-

tiap negara di dunia dibatasi. Pembatasan 

calon jamaah haji untuk tiap tahunnya, 

khususnya di Indonesia, telah menjadi 

sebab lamanya daftar tunggu keberangkatan 

calon jamaah haji yang berasal dari 

Indonesia. Apabila warga kota Bandung 

saat ini (tahun 2019) mendaftarkan dirinya 

untuk menjalankan ibadah haji, maka waktu 

tunggunya bisa mencapai 15 sampai 17 

tahun.2 

Karena belum adanya kesempatan 

untuk melaksanakan ibadah haji, maka 

sebagian umat Islam di Indonesia akan 

“menggantinya” dengan melaksanakan 

ibadah umrah. Ibadah umrah dapat 

dilakukan sepanjang tahun. Bukan suatu hal 

yang luar biasa, karena ketaatannya kepada 

perintah agama, banyak umat Islam 

Indonesia yang menjalankan ibadah haji 

dan atau umrah lebih dari sekali selama 

hidupnya. Tradisi keagamaan masyarakat 

Indonesia untuk menjalankan perintah 

agama dalam hal menunaikan ibadah haji 

dan atau umrah telah menimbulkan 

kebutuhan akan adanya pengelola atau 

penyelenggara perjalanan ibadah haji dan 

umrah tersebut. Dilihat dari sisi bisnis, 

penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan 

2 Informasi yang diperoleh oleh Peneliti dari Bank 

Mandiri Syariah yang terdapat di Jalan Buah Batu 

Bandung pada bulan Maret 2019. 
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atau umrah tersebut tentunya menjadi 

sebuah peluang bisnis dengan potensi pasar 

(sasaran) yang sangat besar nilainya. Hal 

tersebut dalam batas-batas tertentu dapat 

memberikan “godaan” kepada para 

penyelenggara jasa layanan tersebut untuk 

melakukan perbuatan yang tidak 

seharusnya sehingga melanggar atau 

melawan hukum dalam hal pelaksanaan 

layanan keberangkatan ibadah haji dan atau 

umrah tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, 

maka kerugiannya pada umumnya akan 

“sangat besar” (dinilai dengan uang), dan 

akan melibatkan sejumlah besar korban 

(korban bersifat masal). 

Sudah banyak kasus-kasus terkait 

dengan kegagalan sebuah perusahaan 

penyelenggara perjalanan ibadah haji dan 

atau umrah memberangkatkan calon 

jamaah ibadah haji dan umrah tersebut. 

Salah satu kasus yang cukup viral adalah 

kasus “first travel” yang gagal 

memberangkatkan sekitar 63 ribu calon 

jamaah haji dan atau umrah.3 Kasus first 

travel ini bukanlah kasus yang pertama, 

bukan juga kasus yang terakhir. Banyak 

juga kasus-kasus yang serupa dengan itu 

yang terjadi sebelum maupun setelah kasus 

first travel tersebut. Yang menjadi 

persamaan dari kasus-kasus serupa tersebut 

adalah prifil para korban dan besarnya 

kerugian material dan immaterial yang 

diderita oleh para korban tersebut. 

Profil para korban adalah calon jamaah 

haji dan atau umrah. Karena ibahan haji dan 

atau umrah tersebut terkait dengan perintah 

agama, maka patut diduga secara wajar 

bahwa para korban tersebut telah 

melakukan usaha “ekstra” agar dapat 

melaksanakan perintah agama tersebut. 

Usaha “ekstra” tersebut diperlukan karena 

memang ibadah haji dan atau umrah 

memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang 

mungkin saja bagi sebagian besar calon 

jamaan haji dan atau umrah yang dimaksud 

dikategorikan sebagai sebuah biaya yang 

 
3 Detiknews, Korban First Travel 63 Ribu, 

Bagaimana Duit Rp 905 M Bisa Kembali?, 

https://news.detik.com/berita/d-4045787/korban-

“sangat mahal” sehingga memerlukan 

usaha yang lama untuk mengumpulkan 

biaya yang dimaksud. 

Pada saat terjadi “masalah” terkait 

dengan keberangkatan ibadah haji dan atau 

umrah tersebut, maka calon jamaah haji dan 

atau umrah dapat dipastikan menderita 

kerugian materil yang tidak sedikit, 

sehingga apabila para korban (calon 

jamaah) tersebut berusaha kembali untuk 

mengumpulkan biaya untuk kebutuhan 

untuk pelaksanaan ibadah haji dan atau 

umrah akan memerlukan waktu yang lama. 

Selain itu para calon jamaah ibadah haji dan 

atau umrah tersebut akan menderita 

kerugian yang bersifat immaterial yang 

berasal dari “rasa malu”-nya yang  

disebabkan kegagalan keberangkatan 

ibadah haji dan atau umrah yang dimaksud. 

Berdasarkan uraian diatas maka das 

sollen penelitian ini dapat dirumuskan 

bahwa perlu adanya jaminan bagi calon 

jamaah haji dan atau umrah yang telah 

menyerahkan sejumlah uang untuk dapat 

berangkat ke Arab Saudi untuk 

menjalankan ibadah haji dan atau ibadah 

umrah yang dimaksud. Sementara das dein-

nya adalah adanya kenyataan bahwa 

sejumlah calon jamaah haji dan atau umrah 

yang sudah menyerahkan sejumlah uang 

(dana) sebagaimana yang sudah disepakati, 

tidak dapat berangkat ke Arab Saudi untuk 

menjalankan ibadah haji dan atau umrah 

karena penyelenggara ibadah haji dan atau 

umrah tersebut bermasalah sehingga gagal 

(wanprestasi) untuk memberangkatkan 

calon jamaah haji dan atau umrah 

sebagaimana yang telah disepakati 

bersama. 

Terhadap kesenjangan antara das sollen 

dan das sein tersebut perlu diupayakan 

penyelesaiannya dengan tetap berorientasi 

kepada “goal” bahwa calon jamaah haji dan 

atau umrah tersebut pada akhirnya dapat 

berangkat ke tanah suci untuk menjalankan 

ibadahnya. Upaya penyelesaian masalah 

first-travel-63-ribu-bagaimana-duit-rp-905-m-

bisa-kembali, diunduh hari Sabtu tanggal 6 April 

2019. 
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yang dimaksud tentunya tidak terbatas 

kepada upaya-upaya yang berada di dalam 

ranah hukum saja (pidana dana tau perdata). 

Tetapi lebih dari itu harus bersifat restoratif 

agar tercipta suatu kondisi yang diharapkan 

sama seperti sebelum adanya masalah, 

yaitu; calon ibadah haji dan atau umrah 

tersebut dapat menjalankan ibadahnya haji 

dan atau umrah sebagaimana seharusnya. 

Kesenjangan antara das sollen dan das sein 

tersebut harus diupayakan penyelesaiannya 

melalui cara-cara yang mampu mencetah 

agar masalah tersebut tidak terulang 

dikemudian hari. 

Berdasarkan hal tersebut maka 

penelitian dengan judul “Perlindungan 

Hukum Bagi Korban Penyelenggaraan 

Travel Haji Dan Umrah Bermasalah Serta 

Upaya Rehabilitasinya Terkait Dengan 

Fungsi Negara Kesejahteraan (Stidu Kasus 

Putusan Perkara Pidana Nomor: 

692/Pid.B/2018/PN.Bdg” menjadi penting 

untuk dilakukan. 

Adapun identifikasi masalah penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana secara kelembagaan 

kegagalan pemberangkatan calon 

jamaah haji dan atau umrah tersebut 

dapat diatasi? 

2. Apakah alternatif penyelesaian masalah 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kegagalan keberangkatan calon jamaah 

ibadah haji dan atau umrah tersebut? 

 

II. METODE 

Secara teoritis metode penelitian di 

dalam sebuah penelitian ilmiah merujuk 

kepada langkah-langkah di dalam 

penelitian itu sendiri yang bersifat spesifik. 

Langkah-langkah yang spesifik tersebut 

harus dilaksanakan dalam urutan tertentu 

secara sistematis selama penelitian 

dilakukan.4 Sedangkan terkait dengan 

 
4 Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink dan Sari 

Wahyuni, Metodologi Penelitian Panduan Untuk 

Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen, Salemba 

Empat, Jakarta, 2011, hlm. 29. 
5 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian 

Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada 

metode yang dipergunakan di dalam sebuah 

penelitian, Nyoman Kutha Ratna 

berpendapat bahwa dalam arti yang luas; 

“metode dianggap sebagai cara-cara, 

strategi untuk memahami realita, langkah-

langkah sistematis untuk memecahkan 

rangkaian sebab akibat berikutnya”.5 

Dengan kalimat yang berbeda, Peter R. 

Senn berpendapat bahwa metode 

“merupakan suatu prosedur atau cara 

mengetahui sesuatu yang memiliki 

langkah-langkah yang sistematis”.6 Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian adalah prosedur, langkah-

langkah atau cara-cara yang bersifat 

spesifik dan sistematis. Metode dapat juga 

diartikan sebagai strategi untuk memahami 

realita. Jadi metode penlitian memiliki 

beberapa unsur utama, yaitu; adanya 

prosedur tertentu yang bersifat spesifik dan 

sistematis. 

Di dalam sebuah penelitian hukum 

normatif dimungkinkan dilakukannya 

beberapa metode pendekatan penelitian. 

Metode pendekatan sebuah penelitian 

normatif dapat bersifat tunggal, tetapi dapat 

juga lebih dari satu metode pendekatan. Hal 

tersebut semata-mata tergantung kepada 

luasnya ruang lingkup penelitian tersebut. 

Metode pendekatan yang paling sesuai 

untuk dilakukan adalah pendekatan kasus 

(case approach). Meskipun demikian 

diharapkan juga hasil penelitian ini dapat 

memberikan solusi terhadap masalah yang 

menjadi obyek penelitian. Berdasarkan hal 

tersebut maka penelitian ini juga dapat 

menggunakan metode pendekatan konsep 

(conceptual approach). Dengan demikian 

di  dalam penelitian ini dimungkinkan 

dilakukan dua metode pendekatan yang 

berbeda secara bersama-sama. Di dalam 

sebuah penelitian penggunaan metode 

pendekatan penelitian yang tepat menjadi 

sesuatu hal yang penting dilakukan oleh 

Umumnya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, 

hlm. 84. 
6 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian 

Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 

44. 
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Peneliti agar hasil dari penelitian yang 

dimaksud hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan 

dapat menentukan besarnya nilai ilmiah 

hasil penelitian yang dimaksud.7 

Sebagaimana sudah disampaikan pada 

bagian sebelumnya bahwa penelitian 

hukum ini adalah penelitian hukum 

normatif yang menggunakan data sekunder 

sebagai bahan hukum primernya. Data 

primer dapat juga digunakan sebagai bahan 

hukum sekunder atau bahan hukum tersier 

di dalam penelitian ini. Hal tersebut sangat 

berbeda dengan penelitian hukum empiris 

(sosio legal) dimana data primer dijadikan 

bahan hukum primernya. 

Data sekunder dikumpulkan dan 

dikelompokan sesuai dengan tema bahasan 

penelitian. Di dalam satu bab 

dimungukinkan terdirin dari beberapa sub 

bab, dan di dalam sub bab juga 

dimungkinkan adanya beberapa sub sub 

bab. Dengan demikian data sekunder yang 

diperlukan dikelompokan ke dalam sub 

bab, atau sub sub bab yang ada. Kemudian 

data sekunder itu juga dikelompokan sesuai 

dengan kedudukannya, apakah sebagai 

bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, atau bahan hukum tersier. 

Setelah seluruh bahan hukum primer 

yang diperlukan penelitian ini tersedia, 

kemudian dikumpulkan juga data sekunder 

dan atau data primer yang diposisikan 

sebagai bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Dengan demikian 

diharapkan tidak ada tema atau sub tema 

penelitian yang tersusun dari bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier saja 

tanpa adanya bahan hukum primer. 

Bagaimanapun juga di dalam sebuah 

 
7 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian 

Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 

2012, hlm. 299. 
8 KBBI Daring, Subjek, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek, 

diunduh hari Senin tanggal 10 Juni 2019. 
9 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam 

Sistem Hukum Nasional, Prenada Media Group, 

Jakarta, 2008, hlm. 40. 

penelitian yang bersifat ilmiah, 

ketersediaan bahan hukum primer menjadi 

suatu hal yang utama. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Subjek menurut arti kata adalah; 

“pelaku”.8 Subjek hukum berasal dari kata 

rechtsubject (bahasa Belanda) atau kata 

legal persons atau law of subject (bahasa 

Inggris) atau persona moralis (bahasa latin) 

yang secara umum diartikan sebagai 

pendukung hak dan kewajiban yang di 

dalam kenyataannya dapat berupa manusia 

(naturlijke persoon) atau badan hukum 

(perusahaan / rechtpersoon).9 Perusahaan 

sebagai badan hukum (rechtpersoon) dapat 

diartikan sebagai orang (persoon) yang 

dibentuk oleh hukum (recht).10 Perusahaan 

sebagai badan hukum dapat berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan 

Negara (PN), yayasan, badan /  institusi  

pemerintah,  dan lainnya.11 Di dalam 

melaksanakan hak kewajibannya tersebut, 

sebuah badan hukum diwakili oleh 

pengurusnya yang sah menurut hukum 

untuk itu. 

Legal persons menurut Black’s Law 

Dictionary adalah;12 “an entity such as 

corporation, created by law given certain 

legal rights and duties of a human being; a 

being, real or imaginary, who for the 

purpose of legal reasoning is treated more 

or less as a human being”, yaitu; “suatu 

entitas seperti korporasi, yang diciptakan 

oleh hukum yang diberikan hak-hak hukum 

tertentu dan tugas-tugas manusia; makhluk, 

nyata atau imajiner, yang untuk tujuan 

penalaran hukum diperlakukan kurang 

lebih sebagai manusia”.13 

10 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukuim Cetakan 

Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 

216. 
11 A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya 

Jawab Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1985, hlm. 29. 
12 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight 

Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004, 

hlm. 1178. 
13 Google Terjemahan 
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Pada awalnya subjek hukum adalah 

manusia (natuurlijkpersoon), seiring 

dengan adanya kebutuhan nyata 

dimasyarakat, maka badan hukum 

(rechtspersoon) sebagai subjek hukum 

menjadi sebuah realitas yang tidak dapat 

dihindari lagi. Untuk sebagian besar hal 

tersebut disebabkan kerena adanya 

kebutuhan di bidang ekonomi dimana 

pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi 

masyarakat tidak dapat lagi dipenuhi oleh 

orang per seorangan secara sendiri-sendiri. 

Oleh sebab itu orang perseorangan yang 

mempunyai tujuan yang sama tersebut 

merasa perlu untuk bergabung dalam 

sebuah organisasi yang dalam 

operasionalnya memerlukan adanya 

perngurus organisasi yang menjadi bagian 

dari struktur organisasi tersebut. 

Chidir Ali berpendapat bahwa badan 

hukum sebagai subjek hukum harus 

mencakup beberapa hal sebagai berikut; (a) 

merupakan perkumpulan orang dalam 

sebuah organisasi, (b) kumpulan orang 

tersebut dapat melakukan perbuatan hukum 

(rechtshandeling) dan hubungan-hubungan 

hukum lainnya (rechtsbetrekking), (c) 

kumpulan orang tersebut harus mempunyai 

harta kekayaan sendiri yang terpisah, (d) 

kumpulan orang tersebut harus mempunyai 

pengurus, dengan demikian harus ada 

mekanisme pemilihan pengurus dan ada 

struktur kepengurusan, (e) harus 

mempunyai hak dan kewajibannya, 

setidaknya sebagaimana dimaksud di dalam 

anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangganya., dan (f) karena kumpulan orang 

tersebut mempunyai hak dan kewajiban 

sendiri, maka mempunyai kewajiban untuk 

bertanggungjawab, sehingga secara hukum 

perdata dapat berkedudukan hukum sebagai 

penggugat dan digugat di pengadilan, baik 

atas inisiatifnya sendiri maupun bukan. 

Tentang bagaimana sebuah badan 

hukum dapat melaksanakan tanggungjawab 

 
14 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan 

Konsolisasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 

Setjen Dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Kedua, 

Jakarta, 2006, hlm. 71. 

hukumnya (rechtsbevoegheid) sebagai 

akibat dari adanya hak dan kewajiban badan 

hukum tersebut, maka badan hukum 

tersebut setidaknya harus memiliki empat 

unsur pokok, yaitu;14 (a) harta kekayaannya 

bersifat mandiri dan terpisah dari harta 

kekayaan subjek hukum yang lainnya, (b) 

mempunyai tujuan ideal tertentu yang 

mencerminkan kesaan atau kesatuan tujuan 

subjek hukum yang menjadi pembentuk 

badan hukum tersebut, (c) seiring dengan 

berjalannya waktu, badan hukum tersebut 

akhirnya mempunyai kepentingan sendiri 

yang bisa saja berbeda dengan kepentingan 

subjek hukum pembentuk badan hukum 

tersebut, dan (d) adanya kepengurusan 

menurut suatu aturan tertentu baik 

peraturan yang bersifat internal (AD/ART) 

maupun aturan yang bersifat eksternal 

(peraturan perundang-undangan) sehingga 

kepengurusan tersebut berada di dalam 

keteraturannya. 

Syarat-syarat tentang bagaimana sebuah 

badan hukum dapat dikategorikan sebagai 

sebuah badan hukum disampaikan juga oleh 

H.M.N. Purwosutjipto15 pada pokoknya 

terbagi dua, yaitu syarat material dan syarat 

formal. Termasuk kepada syarat material 

adalah; (a) adanya pemisahan kekayaan 

antara kekayaan badan hukum dengan 

kekayaan pribadi para anggota (pembentuk) 

badan hukum hukum tersebut, (b) adanya 

tujuan badan hukum yang mewakili 

kepentingan bersama para individu yang 

menjadi anggota dari badan hukum 

tersebut, dan (c) badan hukum yang 

dimaksud harus mempunyai bebarapa 

pengurus yang dapat mewakili badan 

hukum dalam bertindak menurut hukum 

dengan pihak- pihak terkait lainnya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat 

formal adalah adanya pengakuan dari 

negara sebagai otoritas hukum tertinggi 

terhadap eksistensi badan hukum tersebut. 

Hal tersebut di Indonesia dilakukan dengan 

15 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, 

Peraturan Perundang-Undangan, dan 

Yurisprudensi Cetakan Kedua, Total Media, 

Yogyakarta, 2009, hlm. 10. 
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cara pendaftaran badan hukum tersebut di 

dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

Dengan maksud yang sama tetapi 

menggunakan kalimat yang berbeda, 

Riduan Syahrani mengatakan bahwa agar 

sebuah organisasi dapat dikategorikan 

sebagai sebuah badan hukum maka harus 

memenuhi beberapa syarat, yaitu;16 (a) 

adanya kekayaan yang terpisah antara 

kekayaan organisasi sebagai badan hukum 

dengan kekayaan individu  sebagai  anggota 

dari organisasi tersebut, (b) badan hukum 

mempunya tujuan tertentu yang menjadi 

representasi dari tujuan bersama anggota 

organisasi yang menjadi badan hukum 

tersebut, (c) badan hukum mempunyai 

kepentingannya sendiri yang bisa saja tidak 

mencerminkan keseluruhan kepentingan 

anggota organisasi yang menjadi badan 

hukum yang dimaksud, dan (d) badan 

hukum tersebut harus mempunyai 

organisasi yang teratur (termasuk struktur 

organisasinya) mengikuti suatu aturan 

hukum tertentu baik yang bersifat internal, 

maupun bersifat eksternal. 

Eksistensi badan hukum di dalam 

sebuah sistem hukum dapat diterangkan 

dengan menggunakan beberapa teori 

sebagai berikut:17 

1. Teori Fiksi. Friedrich Carl von Savigny 

adalah tokoh yang mempelopori teori 

ini. Menurut pemikiran teori fiksi ini, 

hukum semata-mata adalah dibuat oleh 

negara. Dalam hal ini badan hukum 

sebagai subjek hukum tersebut 

sesungguhnya tidak ada, berbeda 

dengan manusia sebagai subjek hukum 

yang secara lahiriah ada, dalam hal ini 

negaralah (melalui peraturan 

perundang-undangan) yang 

menghidupkan badan hukum sehingga 

dapat menjadi subjek hukum. Badan 

hukum adalah  subjek hukum yang tidak 

riil yang seolah-oleh dapat melakukan 

 
16 Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas 

Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61. 
17 Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan 

Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, 

perbuatan hukum (mengusung hak dan 

kewajiban) sebagaimana manusia. Oleh 

sebab itu badan hukum tidak dapat 

bertindak menurut hukum secara 

sendiri, tetapi harus diwakilkan oleh 

manusia itu sendiri menurut suatu 

aturan hukum tertentu baik yang 

bersifat internal (AD/ART) maupun 

yang bersifat eksternal (peraturan 

perundang-undangan). 

2. Teori Organ. Otto von Gierke adalah 

sarjana Jerman yang mengemukakan 

teori organ untuk pertama kalinya. 

Seorang sarjana yang menganut aliran 

sejarah, yang secara lebih spesifik lagi 

menganut aliran realitas sempurna. 

Berdasarkan teori ini, badan hukum 

sama persis seperti manusia di dalam 

pergaulan hukum. Badan hukum 

membentuk kehendak dan 

keinginannya dengan perantaraan 

organ-organ (alat-alat) badan hukum 

tersebut, yang dalam hal ini diwakili 

oleh orang-orang yang ada di dalam 

kepengurusan badan hukum tersebut. 

Dengan segala sesuatu yang 

disampaikan oleh orang-orang sebagai 

organ dari badan hukum tersebut, baik 

secara lisan maupun secara tertulis 

merupakan perwujudan kehendak dari 

badan hukum yang dimaksud. 

3. Teori Kekayaan Bersama. Sama seperti 

teori organ, teori kekayaan bersama 

juga dipelopori oleh sarjana jerman 

yang bernama Rudolf von Jhering. 

Sama seperti Otto von Gierke, Rudolf 

von Jhering pada awalnya menganut 

mazhab sejarah. 

4. Penganut teori kekayaan bersama 

berpendapat bahwa pada dasarnya 

badan hukum merupakan representasi 

dari keseluruhan hak dan kewajiban 

para anggotanya secara bersama-sama. 

Individu-Individu yang secara bersama- 

sama bersatu di dalam kesatuan tersebut 

Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 7-

10. 
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pada akhirnya membentuk individu 

lainnya yang berdiri sendiri, yaitu badan 

hukum. Dengan demikian kekayaan 

badan hukum merupakan kekayaan 

milik anggotanya secara bersama-sama. 

Selanjutnya dikatakan juga bahwa 

badan hukum tersebut pada dasarnya 

bersifat abstrak, tetapi dikonstruksikan 

secara yuridis sehingga dapat 

mendukung hak dan kewajiban 

sebagaimana layaknya manusia. 

5. Teori Kekayaan Bertujuan. Adalah 

sarjana Jerman juga yang 

mengemukakan teori kekayaan 

bertujuan ini, yaitu A. Brinz. Berbeda 

dengan teori yang lainnya, menurut 

teori kekayaan kertujuan, hanya 

manusialah yang dapat disebut sebagai 

subjek hukum. Meskipun demikian 

teori kekayaan bertujuan juga 

berpendapat bahwa ada kekayaan yang 

tidak menjadi bagian dari kekayaan 

individu, tetapi kekayaan yang terikat 

dengan tujuan tertentu. Hal itulah yang 

kemudian disebut sebagai badan 

hukum. Badan hukum merupakan 

kekayaan yang terikat pada tujuan 

tertentu. Dalam hal ini tidak 

menjadi masalah siapa yang 

mengoperasional badan hukum 

tersebut, yang penting adalah harta 

kekayaan tersebut dikelola dengan 

tujuan tertentu. 

6. Teori Kekayaan Yuridis. Sarjana 

Belanda yang mengemukakan teori 

kekayaan yuridis adalah E.M. Meijers. 

Berbeda dengan pendapat lainnya yang 

menyatakan bahwa badan hukum tidak 

bersifat nyata, menurut teori kekayaan 

yuridis badan hukum bersifat nyata, 

merupakan realitas yang bersifat 

konkrit dan riil, yaitu merupakan 

kenyataan yuridis. Menurut tedori 

kekayaan yuridis ini, badan hukum 

sama dengan manusia terbatas hanya 

pada bidang hukum saja karena 

merupakan fakta yang diciptakan oleh 

 
18 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 

2005, hlm. 30. 

hukum. Dengan kata lain eksistensi 

badan hukum tersebut karena 

dikehendaki oleh hukum sebagaimana 

demikian adanya. 

Dari kelima teori hukum terkait dengan 

badan hukum tersebut, Chidir Ali 

berpendapat bahwa pada pokoknya teori-

teori tersebut dapat dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu;18 (a) teori organ dan teori 

kekayaan bersama pada pokoknya berusaha 

dengan keras untuk meniadakan persoalan 

badan hukum itu sendiri dengan cara 

mengembalikan persoalan tersebut kepada 

orang-orang yang ada dan menjadi bagian 

dari badan hukum tersebut karena 

sesungguhnya orang-orang itulah yang 

sejatinya merupakan pendukung hak dan 

kewajiban, dan (b) sementara itu teori fiksi, 

teori kekayaan bertujuan, dan teori 

kenyataan yuridis tetap mempertahankan 

persoalan yang menjadi bagian dari badan 

hukum tersebut. 

Badan hukum dapat dibedakan menurut 

peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya. Dalam hal ini, badan hukum 

tersebut dapat dibagi kedalam dua kategori, 

yaitu; badan hukum yang dibentuk 

berdasarkan hukum perdata barat, dan 

badan hukum yang dibentuk berdasarkan 

hukum perdata adat. Yang dimaksud 

dengan hukum perdata barat tersebut adalah 

hukum perdata sebagaimana dimaksud 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD), sepeti; Perseroan 

Terbatas (PT), Firma, CV, dan lain-lain. 

Sementara itu badan hukum  yang 

pembentukannya berdasarkan hukum 

perdata adat dikenal juga sebagai badan 

hukum Bumiputra, yang diantaranya 

adalah; (1) Maskapai Andil Indonesia 

(MAI) yang didirikan berdasarkan Stb. 

1939 No. 569, (2) Perkumpulan Indonesia 

(PI) yang didirikan berdasarkan Stb. 1939 

No. 570, dan (3) Koperasi Indonesia yang 

didirikan berdasarkan Stb. 1927 No. 1. 
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Sedangkan menurut sifatnya badan 

hukum dapat dibedakan menjadi; badan 

hukum koperasi dan badan hukum yayasan. 

Pada kenyataanya saat ini kedua jenis badan 

hukum tersebut didirikan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang 

berbeda. Badan hukum koperasi 

pengaturannya terdapat di dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. 

Sementara itu yayasan pengaturannya 

terdapat di dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 

Tentang Yayasan dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. 

Pembagian badan hukum juga dapat 

dijumpai di dalam Pasal 1653 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dimana 

badan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu; (a) 

badan hukum yang didirikan oleh suatu 

kekuasaan umum (pemerintah), (b) badan 

hukum yang diakui oleh suatu kekuasaan 

umum (pemerintah), dan (c) badan hukum 

yang didirikan untuk suatu maksud atau 

tujuan tertentu. 

Adapun Riduan Syahrani berpendapat 

bahwa badan hukum dapat dibedakan 

berdasarkan;19 (a) wujudnya, dan (b) 

jenisnya. Berdasarkan wujudnya badan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu; (a) korporasi, dan (b) 

yayasan. Sedangkan berdasarkan jenisnya 

badan hukum dapat dibedakan menjadi; (a) 

badan hukum privat, dan (b) badan hukum 

publik. 

Pada prinsipnya Chidir Ali juga 

membagi badan hukum kedalam dua 

kategori, yaitu;20 (a) badan hukum publik, 

dan (b) badan hukum privat. Dalam 

perkembangannya badan hukum publik ini 

juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu; (a) 

badan hukum yang mempunyai teritorial, 

dan (b) badan hukum yang tidak 

mempunyai teritorial. Badan hukum publik 

 
19 Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas 

Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 

58-59. 

yang mempunyai teritorial contohnya 

seperti pemerintahan daerah dari berbagai 

tingkatan, sedangkan contoh dari badan 

hukum publik yang tidak mempunyai 

teritorial adalah Bank Indonesia. Bank 

Indonesia dibentuk untuk suatu tujuan 

tertentu saja. Dalam hal ini Bank Indonesia 

dapat dilihat sebagai tidak mempunyai 

wilayah teritorial tertentu untuk beroperasi, 

atau wilayah operasinya tersebut adalah 

seluas wilayah teritorial negara Indonesia. 

Sedangkan badan hukum privat merupakan 

badan hukum yang didirkan berdasarkan 

pernyataan kehendak dari orang perorangan 

sebagai pendiri badan hukum tersebut. 

Tentang bagaimana organ sebuah badan 

hukum harus berbuat sebagaimana 

seharusnya, hal tersebut pada umumnya 

terdapat di dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) badan 

hukum terkait dengan masalah kewenangan 

organ hukum tersebut. Suatu  tindakan 

organ hukum yang berlebihan diluar dari 

seharusnya menjadi bukan tanggungjawab 

badan hukum lagi. Dikecualikan dari hal 

tersebut adalah apabila tindakan yang 

berlebihan dari organ badan hukum tersebut 

secara nyata-nyata menguntungkan badan 

hukum. Hal itupun dengan catatan harus 

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari 

organ badan hukum yang lebih tinggi 

tingkatannya dari organ badan hukum yang 

melakukan tindakan melebihi 

kewenangannya tersebut. Dalam hal ini 

persetujuan pihak atasan organ badan 

hukum tersebut harus dalam koridor 

kewenangan organ badan hukum atasan 

tersebut. 

Untuk melindungi organ badan hukum 

dari tindakan sewenang-wenang yang 

dilakukan oleh hukum (peraturan 

perundang-undangan) kepadanya, maka 

diperlukan adanya pertanggungjawaban 

hukum organ badan hukum berdasarkan 

kesalahannya yang dalam sistem hukum 

civil law disebut sebagai schuld 

20 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 

2005, hlm. 62-63. 
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aansprakelijkheid atau liability base on 

fauld pada sistem hukum common law.21 

Pertanggungjawaban tersebut disebut juga 

sebagai pertanggungjawaban tradisional. 

Dalam hal ini pertanggungjawaban hukum 

yang bersangkutan sebesar kesalahan yang 

terbukti diperbuatnya. Hal tersebut 

bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1365 

KUHPerdata; “tiap perbuatan melanggar 

hukum dan membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang 

menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk menggantikan kerugian 

tersebut”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut 

secara terang dijelaskan bahwa 

pertanggungjawaban hukum tersebut tidak 

melebihi kesalahan yang diperbuatnya. 

Kelemahan utama dari gagasan 

pertanggungjawaban tradisional tersebut 

adalah karena adanya unsur “kehati-hatian” 

yang harus dibuktikan terkait dengan 

terjadinya kesalahan yang dimaksud. 

Dengan demikian apabila memang telah 

terjadi kesalahan yang mengakibatkan 

suatu kerugian tetapi dapat dibuktikan juga 

bahwa pihak yang melakukan kesalahan 

tersebut sudah melakukan prinsip “kehati-

hatian”, maka pihak yang melakuan 

kesalahan tersebut tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban hukumnya. Hal 

tersebut tentunya sangat merugikan. Terkait 

dengan hal tersebut timbulah pemikiran 

tentang pertanggungjawaban mutlak, 

dimana meskipun telah melakukan tindakan 

kehati-hatian tetapi tetap mengakibatkan 

kerugian kepada pihak lain, maka pihak 

yang menimbulkan kerugian tersebut tetap 

harus bertanggungjawab secara hukum.22 

Dalam banyak hal timbulnya 

“kerugian” disebabkan karena adanya 

 
21 Risno Mina, Pertanggungjawaban Keperdataan 

Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prosiding 

Seminar Nasional “Tanggungjawab Pelaku Bisnis 

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, ISBN: 

978-602-361-036-5, hlm. 171. 
22 Ibid, hlm. 173. 
23 A.Z. Nasution, Hukum Perlindugan Konsumen, 

Diapit Media, Jakart, 2002, hlm. 77. 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang 

diantaranya berupa;23 (a) adanya  perbuatan  

yang  bertentangan  dengan hak orang lain, 

(b) adanya perbuatan yang bertentangan 

dengan kewajiban hukumnya sendiri, (c) 

adanya perbuatan yang bertentangan 

dengan kesusilaan yang baik, dan (d) 

adanya perbuatan yang bertentangan 

dengan keharusan yang harus diindahkan di 

dalam pergaulan di masyarakat terkait 

dengan masalah orang dan benda. 

Di dalam rezim hukum perdata, terdapat 

beberapa unsur kesalahan keperdataan 

yaitu;24 adanya pelanggaran hak, unsur 

kesalahan, dan kerugian yang diderita. 

“Secara umum, suatu rumusan tindak 

pidana, setidaknya memuat rumusan 

tentang: (1) subyek hukum yang menjadi 

sasaran norma tersebut (addressaat norm); 

(2) perbuatan yang dilarang (strafbaar), 

baik berupa dalam bentuk melakukan 

sesuatu (commission), tidak melakukan 

sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat 

(kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); 

dan (3) ancaman pidana (strafmaat), 

sebagai sarana memaksakan keberlakuan 

atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut”.25 

Tujuan pemberlakuan hukum pidana 

adalah:26 1. Membentuk kehidupan 

masyarakat yang ideal. 2. Mempertahankan 

dan menegakkan nilai-nilai luhur di dalam 

masyarakat. 3. Mempertahankan sesuatu 

yang dinilai baik (ideal). Pemidanaan pada 

dasarnya merupakan proses penegakan 

hukum pidana yang dapat dilihat dari sudut 

fungsional dan dari sudut norma substantif. 

Dilihat dari sudut fungsional, “sistem 

pemidanaan dapat diartikan sebagai 

keseluruhan sistem (aturan perundang- 

undangan) untuk fungsionalisasi/ 

24 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, 

Alumni, Bandung, 1986, hlm. 197. 
25 Disusun Oleh Tim Kerja Dibawah Pimpinan 

Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum 

Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem 

Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan), 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, 

hlm. 9. 
26 Op.cit., hlm. 10. 
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operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan 

keseluruhan sistem (aturan perundang-

undangan) yang mengatur bagaimana 

hukum pidana ditegakkan atau 

dioperasionalkan secara konkret, sehingga 

seseorang dijatuhi sanksi”.27 Sedangkan 

dilihat dari sudut norma substantif, “sistem 

pemidanaan dapat diartikan sebagai 

keseluruhan sistem aturan/norma hukum 

pidana materiil untuk pemidanaan; atau 

Keseluruhan sistem aturan/norma hukum 

pidana materiel untuk pemberian/ 

penjatuhan dan pelaksanaan pidana”.28 

Pidana dapat dilihat sebagai reaksi atas 

adanya suatu tindak pidana. Tujuan dari 

pidana adalah nestapa yang dengan sengaja 

ditimpakan negara kepada pembuat tindak 

pidana tersebut. Terdapat tiga unsur utama 

dari pengertian pidana, yaitu: (1) 

merupakan reaksi atas suatu aksi (tindak 

pidana), (2) berujud nestapa; (3) 

dijatuhkan oleh negara kepada pembuat 

tindak pidana (daader). Saat ini ancaman 

pidana ditujukan kepada orang 

perseorangan (natuurlijke persoon) atau 

korporasi (korporatie). 

Pertanggungjawaban pidana merupakan 

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk 

menentukan apakah terdakwa harus 

bertanggungjawab atas suatu tindak pidana 

yang terjadi atau tidak.29 Perkembangan 

zaman saat ini menuntut adanya perluasan 

subyek hukum pidana, bukan hanya orang 

saja, tetapi meliputi korporasi juga. 

Penetapan korporasi sebagai pelaku dan 

juga sebagai yang bertanggungjawab 

adalah dengan memperhatikan 

perkembangan korporasi itu sendiri, apakah 

diuntungkan atau tidak dengan adanya 

suatu tindak pidana yang dimaksud.30 

 
27 Disusun Oleh Tim Kerja Dibawah Pimpinan 

Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum 

Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem 

Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan), 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, 

hlm. 10 - 11. 
28 Op.cit., hlm. 11. 

Adapun tujuan dari pemidaan korporasi 

diantaranya adalah:31 

1. “Untuk menghentikan dan mencegah 

kejahatan di masa yang akan datang. 

2. Mengandung unsur penghukuman yang 

mencerminkan kewajiban masyarakat 

untuk menghukum siapapun yang 

membawa kerugian. 

3. Untuk merehabilitasi para penjahat 

korporasi. 

4. Pemidanaan korporasi harus 

mewujudkan sifat kejelasan, dapat 

diperdiksi dan konsitensi dalam prinsip 

hukum pidana secara umum. 

5. Untuk efisiensi, dan 

6. Untuk keadilan”. 

Adapun model pertanggungjawaban 

pidana korporasi dapat diuraikan sebagai 

berikut:32 

1. Pengurus korporasi yang melakukan 

tindak pidana sehingga pengurus 

korporasi yang harus dipidana. 

2. Korporasi yang melakukan tindak 

pidana, tetapi pengurus korporasi yang 

harus bertanggungjawab. 

3. Korporasi yang melakukan tindak 

pidana sehingga korporasi harus 

bertanggungjawab. 

4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana, oleh sebab itu pengurus 

dan korporasi secara bersama-sama 

harus bertanggungjawab. 

Doktrin-doktrin terkait dengan 

pertanggungjawaban korporasi diantaranya 

adalah:33 

1. Identification Doctrine, apabila suatu 

tindak pidana dilakukan oleh pimpinan 

korporasi dimana yang bersangkutan 

tidak menerima perintah dari jabatan 

struktural yang lebih tinggi, dan tindak 

pidana yang dilakukannya tersebut 

29 Jimmy Tawalujan, Pertanggungjawaban 

Korporasi Terhadap Korban Kejahatan, Jurnal 

Lex Crimen Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012, hlm. 6. 
30 Op.cit., hlm.8. 
31 Ibid. 
32 Jimmy Tawalujan, Pertanggungjawaban 

Korporasi Terhadap Korban Kejahatan, Jurnal 

Lex Crimen Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012, hlm. 8 – 10. 
33 Op.cit., hlm. 10 - 15. 
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menguntungkan korporasi, maka tidak 

pidana tersebut  dapat dipahami sebagai 

tindak pidana korporasi sehingga 

korporasi harus bertanggungjawab. 

2. Aggregation Doctrine, tindak pidana 

korporasi harus dilihat tidak hanya dari 

adanya niat dari satu orang pimpinan 

saja, tetapi harus dilihat sebagai 

sekumpulan niat dari beberapa 

pimpinan yang saling berhubungan satu 

dengan lainnya sehingga mempunyai 

korelasi dengan tindak pidana yang 

dilakukan oleh korporasi tersebut. 

3. Reactive Corporate Fault, apabila 

terjadi tindak pidana yang dilakukan 

atas nama korporasi, pihak korporasi 

harus diberi kesempatan untuk 

melakukan investigasi sehingga 

mengetahui siapa saja yang harus 

bertanggungjawab. Apabila hal tersebut 

dilakukan, maka korporasi tersebut 

tidak harus bertanggungjawab atas 

tindak pidana yang terjadi, jadi yang 

harus bertanggungjawab adalah 

individu yang melakukan tindak pidana 

tersebut. 

4. Vicarious Liability, apabila pekerja 

suatu korporasi melakuan tindak pidana 

dalam jabatannya dengan maksud untuk 

menguntungkan korporasi, maka 

korporasi yang dimaksud. harus 

bertanggungjawab atas tindak pidana 

yang terjadi tersebut. 

5. Management Failure Model, tindak 

pidana yang dilakukan oleh korporaasi 

yang diakibatkan oleh kegagalan 

manajemen, maka yang harus 

bertanggungjawabnya adalah pihak 

manajemen tersebut. 

6. Corporate Mens Rea Doctrine, dalam 

hal ini korporasi dianggap sebagai pihak 

yang melakukan tindak pidana yang 

pelaksanaannya melalui staf di 

korporasi tersebut. Korporasi 

 
34 Budi Suhariyanto, Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model 

Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan 

Masyarakat, Jurnal Rechts Vinding Volume 6, 

Nomor 3, Desember 2017, hlm. 443. 

mempunyai mens rea- nya sendiri, 

dengan demikian korporasi tersebut 

harus bertanggungjawab atas tindak 

pidana yang telah terjadi. 

7. Specific Corporate Offences, menurut 

doktrin ini, tindak pidana yang 

dilakukan oleh korporasi harus dilihat 

dari resiko yang ditimbulkannya. 

8. Strict liability, korporasi sudah dapat 

dimintakanpertanggungjawaban 

pidananya meskipun korporasi tersebut 

tidak melakukan kesalahan. 

Pada umumnya korban akibat suatu 

tindak pidana korporasi tidak akan 

menerima dampaknya pada saat itu juga, 

tetapi dampaknya baru terasa beberapa 

waktu kemudian. Sebagai contoh; 

perusahaan yang tidak mengindahkan 

keselamatan dan kesehatan kerja 

dampaknya tidak terlihat saat ini, tetapi 

terlihat di waktu yang akan datang, 

misalnya dengan banyaknya karyawan 

yang menderita penyakit akibat kondisi 

kerja yang tidak baik. 

Tidak jelasnya pengaturan 

pertanggungjawaban pidana korporasi 

dalam perundang-undangan, menjadi salah 

satu masalah utama penegakan hukum di 

Indonesia.34 Korporasi bisa dikategorikan 

telah melakukan tindak pidana didasarkan 

kepada perbuatan yang dilakukan oleh 

orang yang melakukan pengurusan 

korporasi tersebut.35 Apabila orang yang 

melakukan tindak pidana tersebut berada 

dalam kewenangannya untuk kepentingan 

korporasi.36 Saat ini sudah ada Peraturan 

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 

Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman 

Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek 

Hukum Korporasi. Kemudian didukung 

dengan adanya Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana 

Oleh Korporasi. Kedua peraturan tersebut 

35 Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas 

serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 

Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm.262-

263. 
36 Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi 

Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm.38. 
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diharapkan dapat membantu penegakan 

hukum pidana terhadap korporasi sebagai 

pelaku tindak pidana di Indonesia. 

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk 

menentukan apakah seseorang dapat 

mempertanggungjawabkan tindak pidana 

yang dilakukannya atau tidak.37 

Pertanggungjawaban merupakan suatu 

mekanisme yang dibangun oleh hukum 

pidana untuk bereaksi terhadap adanya 

suatu pelanggaran tertentu.38 

Saat ini perlindungan konsumen di 

Indonesia diselenggarakan berdasarkan 

ketentuan sebagaimana diatur di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. Menurut arti kata, 

perlindungan adalah; “hal (perbuatan dan 

sebagainya) memperlindungi”.39 

Konsumen adalah; “pemakai barang hasil 

produksi, penerima pesan iklan, pemakai 

jasa (pelanggan dan sebagainya)”.40 

Sedangkan menurut undang- undang 

perlindungan konsumen, konsumen adalah; 

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan”.41 Dengan 

demikian dapat dilihat bahwa definisi 

konsumen menurut arti kata  dengan 

menurut undang-undang relatif sama. 

Adapun yang dimaksud dengan 

perlindungan konsumen menurut undang-

undang perlindungan konsumen adalah; 

“segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepala konsumen”.42 Definisi 

perlindungan konsumen menurut undang-

 
37 S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia 

dan Penerapannya, Cet. IV, Alumni Ahaem-

Pateheam, Jakarta, 1996, hlm. 245. 
38 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam 

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa 

Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, 

Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68. 
39 KBBI Daring, Perlindungan, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan, 

diunduh hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019. 

undang tersebut menuntut adanya “suatu 

tindakan nyata” yang dilakukan oleh 

berbagai pihak yang terkait agar konsumen 

mendapat kepastian hukum bahwa dirinya 

dilindungi oleh hukum. 

Di dalam undang-undang perlindungan 

konsumen ini, posisi konsumen dan posisi 

pelaku usaha adalah saling berhadap-

hadapan, dimana  hak konsumen 

merupakan kewajiban pelaku usaha, 

demikian juga sebaliknya. Berdasarkan 

pemahaman tersebut, maka hak dan 

kewajiban tersebut harus mempunyai 

korelasi satu dengan yang lainnya. Secara 

umum pelaku usaha dilarang melakukan 

pemaksaan. “Pelaku usaha dalam 

menawarkan barang dan/atau jasa dilarang 

melakukan dengan cara pemaksaan atau 

cara lain yang dapat menimbulkan 

gangguan baik fisik maupun psikis terhadap 

konsumen”.43 Kemudian bagi “Pelaku 

usaha dalam menawarkan barang dan/atau 

jasa melalui pesanan dilarang untuk: (a) 

Tidak menepati pesanan dan/atau 

kesepakatan waktu penyelesaian sesuai 

dengan yang dijanjikan; (b) Tidak menepati 

janji atas suatu pelayanan dan/atau 

prestasi”.44 

Sampai dengan saat ini belum ada 

peraturan setingkat undang-undang yang 

memberikan pengaturan terkait dengan 

bidang usaha Multi level Marketing (MLM) 

ini meskipun nyatanya bisnis ini sudah 

“umum” terjadi di masyarakat. 

“MLM adalah strategi pemasaran 

berjenjang atau berantai, di mana tenaga 

penjual (sales) tidak hanya mendapatkan 

kompensasi atas penjualan yang mereka 

hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan 

40 KBBI Daring, Konsumen, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen, 

diunduh hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019. 
41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

Pasal 1 angka (2). 
42 Op.cit., Pasal 1 angka (1). 
43 Op.cit., Pasal 15. 
44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

Pasal 16. 
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sales lain yang mereka rekrut. Dalam sistem 

penjualan piramida atau pemasaran 

jaringan ini, ada istilah anggota “up line” 

dan “downline", yaitu orang-orang yang 

melakukan penjualan produk setelah 

sebelumnya berdasarkan urutan rekrutan 

atau pendaftaran. Dalam sistem ini Up-line 

diharuskan untuk mencari down-line 

sebanyak-banyaknya agar mendapatkan 

bonus atau penghasilan yang berlipat-

lipat”.45 

Ada perbedaan mendasar antara 

network marketing atau yang lebih dikenal 

sebagai bisnis MLM dengan pyramid 

schemes yang pada akhirnya sering 

dikaitkan dengan money game dan 

penipuan (scam). “Multi level marketing 

adalah sebuah strategi pemasaran dimana 

tenaga penjual (sales) mendapatkan 

kompensasi dari penjualan produk yang dia 

lakukan dan juga mendapat kompensasi 

dari hasil penjualan sales lain yang direkrut. 

Sales yang direkrut ini disebut sebagai 

downline”.46 Sedangkan “Skema Piramida 

(Pyramid schemes) adalah model bisnis 

yang tidak bisa bertahan lama dan 

mengarah ke money game dan scam. Model 

bisnis ini menjanjikan member / partisipan 

mendapatkan pembayaran atau layanan, 

jika member tersebut bisa merekrut dan 

mendaftarkan orang lain (dengan biaya 

tertentu) dan ikut bergabung dalam skema 

tanpa harus menjual produk atau jasa, 

sering disebut dengan member get 

member.47 Peter J. Clothier48 berpendapat 

bahwa, MLM adalah suatu metode 

 
45 Cermati.com, Bisnis MLM, Apa Itu dan Cara 

Memilih MLM yang Baik, 

https://www.cermati.com/artikel/bisnis-mlm-apa-

itu-dan- cara-memilih-mlm-yang-baik, diunduh 

hari Minggu tanggal 16 Juni 2019. 
46 Maxmanroe.com, Fakta Tentang Bisnis MLM di 

Indonesia, Masih Dianggap SCAM, 

https://www.maxmanroe.com/fakta-tentang-

bisnis-mlm-di- indonesia.html, diunduh hari 

Minggu tanggal 16 Juni 2019. 
47 Ibid. 
48 Peter J Clothier, Meraup Uang dengan MLM, PT 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 33. 

penjualan barang secara langsung kepada 

pelanggan melalui jaringan yang 

dikembangkan oleh para distributor lepas. 

MLM dikenal pula sebagai bisnis penjualan 

langsung (direct selling), karena 

pelaksanaan penjualan produk dilakukan 

secara langsung oleh wiraniaga kepada 

konsumen.49 

“Asosiasi Penjualan Langsung 

Indonesia (APLI) menyatakan nilai 

transaksi penjualan langsung atau multi-

level marketing (MLM) di Indonesia 

selama 2016 mencapai US$ 1,184 juta atau 

setara dengan Rp 15,75 triliun. … nilai 

transaksi tersebut tumbuh 10 persen 

dibanding tahun sebelumnya yang hanya 

sekitar US$ 1,067 juta atau Rp 14,31 

triliun”.50 “World Federation of Direct 

Selling Association (WFDSA), sebuah 

asosiasi perdagangan global yang mewakili 

lebih dari 60 asosiasi penjualan MLM di 

dunia, menyampaikan hal senada. Prospek 

penjualan langsung di Indonesia juga 

diperkirakan semakin positif. "Indonesia 

masuk dalam 10 besar negara dengan 

pertumbuhan langsung tertinggi," kata 

Chairman WFDSA, Magnus 

Brannstrom”.51 Menurut Asosiasi 

Penjualan Langsung Indonesia (APLI), 

pada tahun 2016, penjualan langsung 

mengalami peningkatan sebesar 10% 

dengan 14 juta orang menjadi bagian dari 

industri tersebut di Indonesia.52 

Penyelenggaraan bisnis MLM di 

Indonesia diatur oleh Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan Republik Indonesia 

49 Yusuf Tamizi, Strategi MLM Secara Cerdas dan 

Halal, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 

2000, hlm. 4. 
50 Tempo.co, Transaksi Bisnis MLM Tembus Rp 

15,75 Triliun, 

https://bisnis.tempo.co/read/1050063/transaksi-

bisnis-mlm- tembus-rp-1575-

triliun/full&view=ok, diunduh hari Minggu 

tanggal 16 Juni 2019. 
51 Ibid. 
52 Kontan.co.id, Industri MLM diproyeksi tumbuh 

12% pada 2018, 

https://industri.kontan.co.id/news/industri- mlm-

diproyeksi-tumbuh-12-pada-2018, diunduh hari 

Minggu tanggal 16 Juni 2019. 
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melalui Keputusan Menteri No. 

73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan 

Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang 

(IUPB). Keputusan tersebut beberapa kali 

diganti, dan yang sekarang belaku adalah 

Permendag No. 32/MDAG/PER/8/2008 

tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha 

Perdagangan dengan Sistem Penjualan 

Langsung serta perubahannya pada 

Permendag No. 47/MDAG/9/2009, 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia No. 13/M-DAG/PER/2006 

tentang lembaga atau seseorang yang wajib 

atau berwenang mengeluarkan SIUPL, 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia No. 36/M- DAG/PER/9/2007 

mengenai masa berlaku SIUP yaitu selama 

5 tahun, Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia No. 40/M- 

DAG/PER/9//2009 tentang larangan 

penyalah gunaan SIUP untuk melakukan 

kegiatan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan SIUP, dan Permendag No. 55/M-

DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian 

Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha 

Penjualan Langsung kepada Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal. 

Dengan demikian perusahaan MLM 

harus memiliki surat izin yang bersifat 

umum, dan harus memiliki surat izin 

khusus. Surat izin yang bersifat umum 

diantaranya adalah: (a) Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), (b) Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP), (c) Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). Adapun surat izin yang 

bersifat khusus adalah; Surat Izin Penjualan 

Langsung (SIUPL). Masalah SIUPL 

tersebut dapat ditanyakan kepada pihak 

yang berwenang, yaitu: (a) Kementrian 

Perdagangan RI; Dirjen Perdagangan 

Dalam Negeri; Direktur Bina Usaha dan 

Pendaftaran Perusahan, (b) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 

 
53 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). 
54 Muhammad Siddiq Tgk. Armia, Perkembangan 

Pemikiran Teori Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2009, hlm. 48-49. 

dan (c) Asosiasi Penjualan Langsung 

Indonesia (APLI). 

Negara Indonesia dibentuk oleh tatanan 

hukum yang terdiri dari Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 beserta amandemen-amandemennya, 

dan peraturan perundang-undangan lainnya 

yang lebih rendah tingkatannya. Indonesia 

adalah Negara Hukum.53 Oemar Seno Adji 

berpendapat bahwa;54 negara hukum 

Indonesia adalah Negara  Hukum Pancasila. 

Dengan demikian sila-sila yang terdapat di 

dalam Pancasila menjadi “ciri” dari negara 

hukum Indonesia yang membedakannya 

dari negara hukum lainnya. 

Dengan maksud yang sama, definisi 

negara hukum menurut John Locke adalah; 

“negara yang mempunyai hukum dan isi 

hukumnya adalah penghormatan, 

perlindungan, penegakan, dan pemajuan 

terhadap hak asasi manusia”.55 Konsep 

tentang negara hukum terbagi dua, yaitu;56 

(1) negara hukum klasik, dan (2) negara 

hukum modern. Tujuan negara hukum 

klasik adalah ketertiban. Pendapat negara 

hukum klasik melahirkan aliran legisme. 

Pasa akhrinya aliran legisme ini melahirkan 

dua tipe negara hukum yang berbeda, yaitu; 

(1) tipe negara hukum liberte liberal, dan (2) 

tipe negara hukum formal. 

Di negara yang menganut tradisi hukum 

eropa kontinental, konsep Negara Hukum 

ini dipelopori oleh Immanuel Kant yang 

menganut paham  laissez faire laissez aller-

nya, biarkan setiap anggota masyarakat 

menyelenggarakan sendiri 

kemakmurannya, negara jangan ikut 

campur. Dalam posisi ini negara bersifat 

pasif dan hanya berfungsi jika terjadi 

perselisihan diantara warga negaranya. 

Lahirlah istilah “negara jaga malam” 

(nachtwachter staff).57 Kant menamakan 

konsepnya tersebut sebagai negara hukum 

55 Max Boli Sabon, Ilmu Negara Bahan Pendidikan 

untuk Perguruan Tinggi, Universitas Atma Jaya 

Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 80. 
56 Op.cit, hlm. 104. 
57 Muhammad Siddiq Tgk. Armia, Perkembangan 

Pemikiran Teori Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2009, hlm, 46. 



118 

 

Program Studi S2 Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung 

Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 9 No. 2 September 2019 Agus B. Perlindungan Hukum ... 

liberal58 yang bertugas menjamin ketertiban 

dan keamanan masyarakat.59 Immanuel 

Kant berpendapat, “negara yang baik ialah 

negara hukum yang menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat (rust en orde).60 

Agar dapat disebut sebagai Negara Hukum, 

maka sebuah negara harus memiliki dua 

unsur pokok, yaitu: 1. Adanya perlindungan 

Hak Asasi Manusia (HAM). 2. Adanya 

pemisahan kekuasaan. 

Sependapat dengan Immanuel Kant, 

ciri-ciri negara hukum menurut Paul 

Scholten adalah:61 (1) individu mempunyai 

hak terhadap negara atau masyarakat, dan 

(2) ada pemisahan kekuasaan. Adapun 

tujuan negara hukum menurut Kant adalah 

untuk “menjamin kedudukan hukum dari 

individu-individu dalam masyarakat”. 

Menurut Kant,62 tugas negara adalah untuk 

menegakkan hak-hak dan kebebasan warga 

negaranya, adapun tujuan negara adalah 

mencapai kemakmuran dan kebahagiaan 

rakyatnya.63 

Rousseau berpendapat bahwa 

pemerintah yang dipilih menurut kemauan 

hukum sama dengan pemerintah 

berdasarkan hukum.64 Pada kenyataannya 

manusia tidak bisa menjamin dirinya 

sendiri, sehingga membentuk “perjanjian 

masyarakat”65 untuk mengatasinya. 

Berdasarkan perjanjian masyarakat 

tersebut, masyarakat sebagai individu 

menyerahkan kekuasaannya kepada 

masyarakat sebagai keseluruhan melalui 

 
58 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia Kompilasi 

Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi 

Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum 

Indonesia, Marja, Cirebon, 2014, hlm. 54. 
59 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan 

Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan 

yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 26. 
60 Marzuki Wahid, Op.cit., hlm. 54. 
61 Hotma P. Sibuea, Op.cit., hlm. 28. 
62 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan 

Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib 

Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta 

Publishing, Bantul, 2013, hlm. 69. 
63 Hotma P. Sibuea, Op.cit., hlm. 15. 
64 Muhammad Siddiq Tgk. Armia, Perkembangan 

Pemikiran Teori Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2009, hlm, 43. 

volunte de tout (kehendak keseluruhan) dari 

masyarakat. 

Friedrich Julius Stahl66 mengemukakan 

konsep negara hukum formil yang unsur-

unsurnya adalah: 

1. Adanya pengakuan dan perlindungan 

HAM.67 

2. Negara didasarkan pada pembagian 

kekuasaan melalui teori Trias 

Politica.68 

3. Pemerintahan diselenggarakan 

berdasarkan undang-undang. 

4. Ada peradilan administrasi negara.69 

Adapun menurut Scheltema, negara 

hukum (rechtsstaat) memiliki unsur-unsur; 

(1) kepastian hukum, (2) persamaan, (3) 

demokrasi, dan (4) pemerintahan yang 

melayani kepentingan umum.70 Bagi umat 

Islam, menjalankan ibadah haji merupakan 

bagian dari pelaksanaan Rukun Islam yang 

bersifat wajib untuk dilaksanakan. Hukum 

ibadah haji adalah;71 (1) wajib bagi orang 

yang sudah memenuhi persyaratan haji, (2) 

fardhu kifayah karena setiap tahun mesti 

ada yang meramaikan ka’bah, (3) sunnah 

bagi anak-anak kecil atau orang yang 

berada jauh dari Mekah dan mampu 

melakukan perjalanan ke baitullah, (4) 

makruh bagi orang yang dikhawatirkan 

menderita dan sakit dalam proses 

pelaksanaan haji ataupun setelahnya, dan 

(5) haram bagi perempuan yang tidak 

mendapatkan izin dari suaminya untuk 

berangkat haji. 

65 Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1945 

Perspektif Islam, Edisi Baru, Alvabet, Tangerang 

2013, hlm. 4-5. 
66 Max Boli Sabon, Ilmu Negara Bahan Pendidikan 

untuk Perguruan Tinggi, Universitas Atma Jaya 

Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 86. 
67 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan 

Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan 

yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 30. 
68 Op.cit., hlm. 31. 
69 Op.cit., hlm. 32. 
70 Muhammad Siddiq Tgk. Armia, Op.cit., hlm, 47. 
71 Islam.co, Lima Hukum Haji, 

https://islami.co/lima-hukum-haji/, diunduh hari 

Sabtu tanggal 15 Juni 2019. 
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Bagi sebagian umat Islam di Indonesia, 

keinginan untuk beribadah di Majidil 

Haram tersebut dapat sedikit teratasi 

dengan melakukan ibadah umrah yang 

pelaksanaannya dapat dilakukan kapan saja. 

Diperkirakan jamaah umrah Indonesia 

tahun 2019 berjumlah 1,1 juta orang.72 

Kalau dihitung secara kasar jumlah calon 

jamaah haji Indonesia setiap tahunnya 

berjumlah 200.000 orang, maka pada tahun 

2019 diperkirakan ada potensi 1.3 juta 

orang Indonesia yang akan berangkat ke 

Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji 

dan umrah. Suatu jumlah yang cukup besar, 

yang kalua dilihat dengan menggunakan 

dimensi ekonomi, hal tersebut merupakan 

peluang bisnis yang cukup potensial. Patut 

diduga hal tersebut menjadi salah satu 

pemicu banyaknya perusahaan yang 

menyelenggarakan layanan ibadah haji dan 

umrah. 

Selain dapat dilihat sebagai “potensi 

bisnis”, banyaknya calon jamaah haji dan 

umrah Indonesia itu pun menyimpan 

potensi masalah yang cukup besar terkait 

dengan “masalah hukum” perusahaan yang 

menyelenggarakan layanan ibadah haji dan 

umrah tersebut. “Masalah hukum” tersebut 

penyebabnya bermacam-macam, tetapi 

akibatnya sama, yaitu calon jamaah haji dan 

umrah menjadi pihak yang paling dirugikan 

karena tidak dapat melaksanakan ibadah 

haji atau umrah sebagaimana yang 

diinginkannya, sementara itu dana yang 

sudah disetorkan ke perusahaan 

penyelenggara ibadah haji dan umrah 

tersebut sulit untuk dapat diperoleh 

kembali, padahal jumlahnya tidak sedikit. 

Faktor budaya masyarakat Indonesia 

terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 

dan umrah menjadi cukup signifikan untuk 

diperhatikan pada saat terjadi masalah 

dalam hal pemberangkatan calon jamaah 

 
72 Indopos.co.id, 2019, Jamaah Umrah Diprediksi 

Meningkat, 

https://indopos.co.id/read/2018/12/19/159346/20

19-jamaah- umrah-diprediksi-meningkat, diunduh 

hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019. 

haji dan umrah tersebut. Sudah menjadi 

“tradisi” bagi sebagian besar masyarakat 

Indonesia untuk melakukan “selamatan” 

pada saat akan menunaikan ibadah haji atau 

umrah. Akan menjadi masalah yang serius 

apabila selamatan tersebut sudah dilakukan 

sementara itu rencana keberangkatan ke 

tanah suci menjadi batal karena perusahaan 

penyelenggara perjalanan ibadah haji dan 

umrah yang bertanggungjawab untuk itu 

ternyata “bermasalah” dengan berbagai 

sebab, yang salah satunya disebabkan oleh 

adanya tindak pidana. 

Peraturan perundang-undangan terkait 

dengan penyelenggaraan ibadah haji dan 

umrah saat ini adalah sebagaimana diatur di 

dalam Undang- Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. 

Undang-undang tersebut mengganti 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO8 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2OO9 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO9 

tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi 

Undang-Undang.73 

Pada pokoknya di dalam undang-

undang penyelenggaraan haji dan umrah 

tersebut diatur tentang pembangian antara 

jamaah haji regular yang diselenggarakan 

oleh menteri74 dan jamaah haji khusus yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah 

haji khusus.75 Yang dimaksud dengan 

menteri disini adalah Menteri Agama,76 

dengan kata lain ibadah haji regular 

diselenggarakan oleh negara. 

Di dalam undang-undang tentang 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 

tersebut diatur tentang hak77 dan 

73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji Dan Umrah, Konsideran huruf (d). 
74 Op.cit., Pasal 1 Nomor (5). 
75 Op.cit., Pasal 1 Nomor (6). 
76 Op.cit., Pasal 1 Nomor (26). 
77 Op.cit., Pasal 6. 
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kewajiban78 jamaah haji. Kuota haji juga 

dibedakan antara kuota haji regular dan 

kuota haji khusus, termasuk kuota petugas 

haji regular dan kuota petugas  haji  

khusus.79 Penyelenggaraan ibadah haji 

regular pada pokoknya diselenggarakan 

oleh negara dengan demikian di dalam 

pembahasan ini tidak akan dibahas secara 

khusus. Pembahasan pada laporan 

penelitian ini akan lebih difokuskan kepada 

penyelenggaraan ibadah haji khusus yang 

dilaksanakan oleh PIHK (Penyelenggara 

Ibadah Haji Khusus), yaitu; “badan hukum 

yang memiliki izin dari Menteri untuk 

melaksanakan Ibadah Haji khusus”.80 PIHK 

pada kenyataannya selalu terkait dengan 

PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah 

Umrah), yaitu; “biro perjalanan wisata yang 

memiliki izin dari Menteri untuk 

menyelenggarakan perjalanan Ibadah 

Umrah”.81 Dalam hal ini hampir dapat 

dipastikan bahwa perusahaan yang menjadi 

PIHK pasti menjadi PPIU. Sementara itu 

untuk menjadi PIHK dan PPIU tersebut, 

sebuah perusahaan harus memenuhi 

beberapa persyaratan khusus yang berbeda 

satu dengan lainnya. 

Kewajiban PIHK adalah;82 (a) 

memfasilitasi pengurusan dokumen 

perjalanan Ibadah Haji khusus; (b) 

memberikan bimbingan dan pembinaan 

Ibadah Haji khusus; (c) memberikan 

pelayanan kesehatan, transportasi, 

akomodasi, konsumsi, dan pelindungan; 

(d) memberangkatkan, melayani, dan 

memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai 

dengan perjanjian; (e) memberangkatkan 

penanggung jawab PIHK, petugas 

kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji 

khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan 

haji khusus; (f) memfasilitasi pemindahan 

calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK 

lain atas permohonan jemaah; dan (g) 

 
78 Op.cit., Pasal 7. 
79 Op.cit., Pasal 8. 
80 Op.cit., Pasal 1 Nomor (11). 
81 Op.cit., Pasal 1 Nomor (19). 

melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Khusus kepada Menteri. 

Penyelenggaraan ibadah umrah pada 

dasarnya dapat dilaksanakan secara mandiri 

(dilaksanakan sendiri) dan dilaksanakan 

oleh PPIU (Penyelenggara Perjalanan 

Ibadah Umrah). Dalam keadaan tertentu 

dapat juga dilaksanakan oleh pemerintah.83 

Syarat untuk menjalankan ibadah umrah 

adalah;84 (a) beragama Islam; (b) memiliki 

paspor yang masih berlaku paling singkat 6 

(enam) bulan dari tanggal pemberangkatan; 

(c) memiliki tiket pesawat tujuan Arab 

Saudi yang sudah jelas tanggal 

keberangkatan dan kepulangannya; (d) 

memiliki surat keterangan sehat dari dokter; 

dan (e) memiliki visa serta tanda bukti 

akomodasi dan transportasi dari PPIU. 

Hak jamaah umrah untuk  memperoleh 

pelayanan dari PPIU yang ditentukan oleh 

undang-undang penyelenggaraan ibadah 

haji dan umrah adalah:85 (a) layanan 

bimbingan Ibadah Umrah; (b) layanan 

kesehatan; (c) kepastian pemberangkatan 

dan pemulangan sesuai dengan masa 

berlaku visa umrah di Arab Saudi dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; (d) layanan lainnya 

sesuai dengan perjanjian tertulis yang 

disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah; 

dan (e) melaporkan kekurangan dalam 

pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah 

kepada Menteri. 

Perusahaan (korporasi) yang menjadi 

bagian dari penelitian ini adalah PT. Solusi 

Balad Lumampah (PT. SBL) yang didirikan 

dihadapan Notaris Titin Nuraeni, S.H., 

M.Kn. pada tanggal 24 Juli 2012, yang 

kemudian mendapat pengesahan dari 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi  

Manusia  Republik  Indonesia   berdasarkan 

Surat Nomor : AHU-40481 AH.01.01 

Tahun 2012. Alamat perseroan adalah di 

82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji Dan Umrah, Pasal 63 ayat (1). 
83 Op.cit., Pasal 86. 
84 Op.cit., Pasal 87. 
85 Op.cit., Pasal 88. 
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Wisma Bumi Putra Lt.5 dan 7 Jl. Asia 

Afrika Nomor 141 – 149 Bandung. 

Terkait dengan masalah yang dihadapi 

oleh PT. Solusi Balad Lumampah (PT. 

SBL) karena gagal memberangkatkan calon 

jamaah haji khusus dan calon jamaah umrah 

yang jumlahnya ribuan, diantara para calon 

jamaah haji khusus dan calon jamaah umrah 

pada pokoknya pendapatnya terbagi dua, 

yaitu: 

1. Ada sebagian calon jamaah haji khusus 

dan atau jamaah umrah yang ingin 

menyelesaikan masalah ini dengan 

melaporkan PT. Solusi Balad 

Lumampah (PT. SBL) dan atau 

pengurus perusahaan tersebut kepada 

pihak kepolisian. Dengan demikian 

penyelesaian masalah tersebut 

diupayakan sesuai hukum sebagaimana 

hukum pidana mengaturnya. Tujuan 

akhir dari proses pidana ini, apabila 

terbukti PT. SBL dan atau pengurus / 

direksi perusahaan melakukan tindak  

pidana, maka sanksinya adalah pidana 

penjara dan atau denda. 

2. Sebagian dari calon jamaah haji khusus 

dan atau calon jamaah umrah tidak 

menyetujui penyelesaian permasalahan 

tersebut menggunakan cara-cara 

sebagaimana hukum pidana 

mengaturnya, melalui pelaporan kepada 

pihak kepolisian. Sebagain dari calon 

jamaah haji khusus dan atau calon 

jamaan umrah tersebut lebih memilih 

menyelesaikan masalah tersebut dengan 

cara-cara sebagaimana hukum perdata 

mengaturnya, yaitu melalui 

“perdamaian” dengan harapan para 

calon jamaah haji khusus dan atau calon 

jamaah umrah tersebut pada akhirnya 

dapat diberangkatkan ke tanah suci. 

Perbedaan pendapat diantara kedua 

“kubu” calon jamaah haji khusus dan calon 

jahaah umrah tersebut sangat mendasar 

karena bagi yang memilih penyelesaian 

masalah dengan menggunakan cara-cara 

sebagaimana hukum pidana mengaturnya, 

mereka itu sudah tidak mempunyai harapan 

lagi untuk diberangkatkan ke tanah suci, 

mereka melihat bahwa sudah tidak ada 

harapan PT. SBL tersebut dapat beroperasi 

lagi dengan baik. Mereka berpendapat 

bahwa para PT. SBL dan atau para pengurus 

/ direksinya harus bertanggungjawab secara 

hukum, kalua perlu para pengurus atau 

direksi PT. SBL tersebut harus dipidana 

penjara sebagai pertanggungjawaban atas 

perbuatannya tersebut. 

Bagi para calon jamaah haji khusus dan 

atau calon jamaah umrah yang lebih 

memilih untuk menyelesaikan masalah ini 

melalui perdamaian tentunya menempatkan 

masalah “uang” yang telah disetorkan 

kepada pihak PT. SBL sebagai 

pertimbangan yang utama. Sesungguhnya 

mereka masih mempunyai harapan agar 

dapat tetap berangkat ke tanah suci untuk 

menunaikan ibadah haji atau umrah. Bagi 

merena tentunya “memenjarakan direksi” 

merupakan suatu hal yang kurang 

bermanfaat karena pada dasarnya tidak 

dapat mengembalikan kerugian mereka. 

Bagaimanapun juga alternatif upaya 

penyelesaian masalah ini perlu secara 

optimal dipertimbangkan dan para pihak 

yang terlibat. Hal tersebut salah satunya 

adalah karena adanya kenyataan bahwa 

meskipun masalah ini sudah disidangkan di 

pengadilan, bahkan putusannya sudah 

mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat, tetapi masih saja ada sebagian 

kecil “korban” yang menanyakan masalah 

tersebut kepada pihak kepolisian, bahkan 

ada beberapa orang yang baru mau 

membuat laporan kepada pihak kepolisian. 

Permasalah gagal berangkatnya calon 

jamaah haji dan atau calon jamaah umrah 

dapat dikatakan sebagai sebuah masalah 

yang klasik karena kejadiannya berulang 

dengan karakteristik yang dapat dikatakan 

hampir sama. Sebagai contoh; masalah 

seperti ini selalu melibatkan jumlah 

“korban” yang banyak dan jumlah “uang” 

yang besar dengan kemungkinan 

penyelesaian yang dapat dikatakan itu-itu 

juga, yaitu pilihan antara penyelesaian 

sebagaimana diatur menurut hukum pidana 

atau diselesaikan melalui perdamaian 

sebagaimana dimaksud hukum perdata 

dengan hampir pasti disertai janji pihak 
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penyelenggara perjalanan ibadah haji dan 

umrah tersebut untuk memberangkatkan 

calon jamaah haji dan atau umrah tersebut 

dikemudian hari. 

Ide dari penelitian ini sesungguhnya 

adalah ingin menyampaikan sebuah konsep 

yang dapat menjembatani “para korban” 

yang berbeda pendapat dalam 

menyelesaikan masalah tersebut (pilihan 

antara hukum pidana atau hukum perdata) 

agar kepentingan para korban tersebut 

secara bersama-sama dapat terlindungi 

karena hal tersebut menjadi bagian dari 

fungsi negara dalam rangka 

menyelenggarakan kesejahteraan 

masyarakatnya. 

Entry point yang dipergunakan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah melalui diktum putusan majelis 

hakim perkara pidana nomor 

692/Pid.B/2018/PN.Bdg. yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap / 

mengikat. Putusan yang dimaksud 

dijadikan pintu masuk penemuan alternatif 

penyelesaian permasalah, yang diharapkan 

dapat menghadirkan kesejahteraan. 

Berdasarkan diktum putusan yang 

dimaksud dapat diketahui dua hal sebagai 

berikut: 1. Ada sejumlah barang dan atau 

uang yang diperintahkan untuk 

dikembalikan kepada padar nasabah 

melalui terdakwa. 2. Ada sejumlah 

dokumen kelengkapan administrasi objek 

yang akan dijual, dan hasil penjualannya 

untuk dikembalikan kepada nasalah melalui 

terdakwa. 

Dua hal diatas juga mengandung 

ketidak jelasan, yaitu: 1. Siapa saja (berapa 

orang) yang dimaksud dengan nasabah 

tersebut? 2. Masing- masing nasahab 

memperoleh berapa uang yang 

dikembalikan oleh PT. SBL? 3. Bagaimana 

teknis penjualan asset dan pembagian asset 

yang dimaksud? 

Di dalam surat dakwaan atau tuntukan 

pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

 
86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji dan Umrah, Pasal 1 Nomor 3. 

diketahui bahwa PT. SBL “merugikan 

12.845 orang calon jamaah haji khusus dan 

calon jamaah umrah yang telah membayar 

secara penuh (lunas) maupun yang 

membayar baru sebagian, tetapi tidak 

diperinci lagi siapa-siapa saja orang yang 

dirugikan tersebut dengan jumlah kerugian 

masing-masing orang berapa. Hal tersebut 

dapat dimengerti dari pasal yang 

disangkakan telah dilanggar oleh terdakwa 

tidak mensyaratkan hal tersebut. Dengan 

Demikian dapat dipahami hal-hal yang 

belum jelas tersebut masih memerlukan 

upaya yang serius untuk menanganinya. 

Terkait dengan penyelenggaraan ibadah 

haji dan umrah tersebut saat ini berlaku 

ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Dan Umrah yang diundangkan 

pada tanggal 29 April 2019. Undang- 

undang tersebut menggantikan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji yang telah diubah sebagaimana 

dimaksud Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi 

Undang-Undang. 

Menurut undang-undang tentang 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 

tersebut; “Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 

Umrah adalah kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan, evaluasi, dan pelaporan 

Ibadah Haji dan Ibadah Umrah”.86 

“Penyelenggaraan ibadah haji  khusus 

dilaksanakan oleh PIHK”.87 PIHK 

(Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) adalah 

“badan hukum yang memiliki izin dari 

Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji 

khusus”.88 Kemudian terkait dengan 

87 Op.cit., Pasal 57. 
88 Op.cit., Pasal 1 nomor 11. 
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penyelenggaraan ibadah haji regular 

disebutkan bahwa:89 

1. “Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 

menjadi tanggung jawab Pemerintah. 

2. Tanggung jawab Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Menteri. 

3. Pelaksanaan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 

dilakukan melalui satuan kerja yang 

bersifat tetap dan terstruktur di tingkat 

daerah, di tingkat pusat, dan di Arab 

Saudi”. 

Dari 12.845 orang calon jamaah haji 

khusus dan calon jamaah umrah yang telah 

membayar secara penuh (lunas) maupun 

yang membayar baru sebagian yang 

dirugikan oleh pihak PT. SBL sehingga 

tidak dapat diberangkatkan ke Masjidil 

Haram sebagaimana seharusnya tidak 

diperinci lebih detail siapa saja (berapa 

jumlahnya) calon jemahaan hai khusus 

yang dirugikan tesebut, dan siapa saja 

(berapa jumlahnya) calon jamaah umrah 

yang dirugikan tersebut. 

Terhadap mesalah tersebut berlaku 

ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Dan Umrah, yaitu pada 

dasarnya pemerintah bertanggungjawab 

terhadap pelaksanaan ibadah haji (termasuk 

penyelenggaraan ibadah haji khusus). 

Sedangkan terkait dengan penyelenggaraan 

ibadah umrah, penyelenggaraannya dapat 

dilaksanakan oleh pemerintah apabila 

terjadi kondisi darurat yang ditetapkan oleh 

Presiden. Terkait dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pasal 131 undang-

undang penyelenggaraan ibadah haji dan 

umrah, maka peraturan pelaksanaan 

undang- undang tersebut harus sudah ada 

dalam kurun waktu dua tahun. 

Bahwa kondisi darurat yang terkait 

dengan penyelenggaraan ibadah umrah 

yang harus ditetapkan oleh Presiden 

tersebut belum ada pengaturannya di dalam 

undang-undang tentang penyelenggaraan 

 
89 Op.cit., Pasal 10. 

ibadah haji dan umrah, dengan demikian 

diperlukan adanya peraturan pelaksanaan 

terkait dengan hal tersebut. 

Bahwa jumlah “korban” perkara terkait 

PT. SBL yang mencapai jumlah 12.845 

orang tersebut tentunya dapat menjadi 

bagian dari “kondisi darurat” yang 

dimaksud oleh undang-undang tentang 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 

sehingga sudah pada tempatnya pemerintah 

mengambil alih pelaksanaan ibadah umrah 

yang dimaksud. 

Berdasarkan uraian diatas, terkait 

dengan masalah “korban” yang ditimbulkan 

oleh “perkara” PT. SBL tersebut, dikaitkan 

dengan putusan perkaranya yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

mengikat, maka peneliti merumuskan 

alternatif penyelesaian masalah tersebut 

sebagai berikut: 

1. Calon jamaah haji khusus yang “gagal 

berangkat” ke Masjidil Haram, 

penanganannya diambil alih oleh 

pemerintah karena penyelenggaraan 

ibadah haji pada dasarnya memang 

menjadi tanggungjawab pemerintah. 

2. Calon jamaan umrah yang “gagal 

berangkat” ke Masjidil Haram, 

dinyatakan sebagai sebuah keadaan 

darurat melalui keputusan Presiden 

sehingga pemerintah bertanggungjawab 

untuk mengambil alih penanganannya. 

3. Pemerintah membentuk sebuah 

lembaga pemerintah yang berada di 

bawah Kementrian agama yang 

tugasnya secara khusus menangani 

masalah sebagaimana dimaksud nomor 

1 dan 2 diatas. 

4. Lembaga pemerintah yang dimaksud 

bersifat tetap (tidak ad hoc) karena pada 

kenyataannya masalah tersebut (seperti 

masalah terkait dengan PT. SBL) sering 

terjadi di Indonesia. 

5. Dengan adanya lembaga sebagaimana 

dimaksud nomor 3 dan 4 diatas maka 

putusan Pengadilan Negari yang 

sifatnya “menghukum” terdakwa untuk 

mengembalikan sejumlah barang dan 
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atau uang kepada nasabahnya (calon 

jamaah haji dan atau umrah) tidak 

dilaksanakan melalui terdakwa lagi, 

tetapi dilaksanakan melalui lembaga 

yang dimaksud. 

Di dalam kasus posisi perkara tersebut 

dapat diketahui bahwa terkait dengan 

gagalnya keberangkatan calon jamaah haji 

khusus dan umrah yang diselenggarakan 

oleh PT. SBL, sudah dilakukan upaya 

penyelesaiannya melalui cara- cara sesuai 

hukum sebagaimana dimaksud hukum 

pidana (melalui pelaporan) kepada pihak 

kepolisian, dan sebagaimana dimaksud 

hukum perdata (melalui kesepakatan / 

perjanjian) yang dilakukan oleh PT. SBL 

dengan “nasabahnya”. 

Hal tersebut sudah umum (biasa) 

dilakukan untuk penyelesaian “kasus” yang 

sama karena sudah menjadi fakta bahwa 

kasus seperti itu sudah beberapa kali terjadi 

dan sangat dimungkinkan kedepannya 

masih akan terjadi. Di dalam penelitian ini, 

penelitia akan menganalisis kemungkinan 

adanya alternatif lain terkait dengan 

penyelesaian masalah tersebut, yaitu 

melalui mekanisme penyelesaian sengketa 

konsumen. Penyelesaian sengketa dengan 

cara seperti itu menjadi layak untuk 

dipertimbangkan dengan memperhatikan 

dua kondisi sebagai berikut: 

1. Pengajuan sengketa konsumen efektif 

dilakukan di tempat-tempat (kota-kota) 

dimana PT. SBL mempunyai kantor 

cabang atau kantor perwakilan. 

2. Pengajuan sengketa konsumen efektif 

apabila segera dilakukan pada saat  PT.  

SBL (PT. Solusi Balad Lumampah) 

“gagal” memberangkatkan calon 

jamaah haji khusus dan atau calon 

jamaah umrah ke Masjidil Haram, 

dengan asumsi: a. Belum banyak calon 

jamaah haji khusus dan calon jamaah 

umrah yang gagal berangkat ke Masjidil 

Haram. b. Kemungkinan PT. SBL 

 
90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

Pasal 1 nomor 2. 

masih mempunyai kemampuan 

untuk memberangkatkan calon jamaah 

haji khusus dan atau calon jamaah 

umrah yang gagal berangkat ke Masjidil 

Haram dengan “sedikit paksaan” dari 

Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). 

Calon jamaah haji khusus dan atau 

calon jamaah umrah tersebut dapat disebut 

sebagai “nasabah” dari PT. SBL, atau 

“konsumen” dari PT. SBL. Konsumen 

adalah; “setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan”.90 Dalam hal ini calon 

jamaah haji khusus dan atau calon jamaah 

umrah tersebut penguna jasa yang 

disediakan oleh PT. SBL, yaitu; sebuah 

perusahaan yang menyediakan jasa 

penyelenggaraan ibadah haji khusus dan 

umrah. Dengan demikian PT. SBL 

memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha, 

yaitu; “setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

Negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama- sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi”.91 

Yang dimaksud dengan jasa disini 

adalah; “setiap layanan yang berbentuk 

pekerjaan atau prestasi yang disediakan 

bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen”.92 Dengan demikian layanan 

penyelenggaraan ibadah haji khusus dan 

layanan umrah yang disediakan oleh PT. 

SBL memenuhi kriteria sebagai jasa 

menurut undang-undang perlindungan 

konsumen tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas calon jamaah 

haji khusus dan atau calon jamaah umrah 

91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

Pasal 1 nomor 3. 
92 Op.cit., Pasal 1 nomor 5. 
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dalam kedudukannya sebagai konsumen 

PT. SBL mempunyai hak untuk:93 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam menjalankan ibadah 

haji khusus dan atau ibadah umrah yang 

diselenggarakan oleh PT. SBL. Di 

dalam kasus ini, konsumen PT. SBL 

tidak memperoleh haknya tersebut 

karena gagal berangkat ke Masjisil 

Haram. 

2. Hak untuk memilih jasa serta 

mendapatkan jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; dalam hal ini 

PT. SBL menawarkan berbagai paket 

(dengan berbagai kondisi serta jaminan 

yang ditawarkan) kepada konsumen 

agar konsumen dapat memilih sesuai 

dengan kemampuannya. Dalam hal ini 

konsumen sudah memperoleh haknya 

untuk memilih layanan jasa yang 

disediakan oleh PT. SBL. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

jasa. Dalam hal ini konsumen tidak 

memperoleh haknya karena tidak 

memperoleh informasi yang memadai 

dari PT. SBL terkait dengan segala 

sesuatu yang menjadi sebab konsumen 

tersebut gagal berangkat ke Masjidil 

Haram dan tidak adanya informasi yang 

memadai tentang rencana PT. SBL 

untuk mengatasi hal tersebut. Dalam hal 

ini konsumen tidak berhasil 

memperoleh haknya sebagaimana 

hukum mengaturnya. 

4. Hak untuk didengan pendapat dan 

keluhannya atas jasa yang digunakan. 

Dalam hal ini saluran yang ada di PT. 

SBL untuk menerima pendapat dan 

keluhan dari konsumennya hanya 

bagian customer sevice saja dalam skala 

yang sangat terbatas, yang disebabkan 

oleh keterbatasan informasi dan atau 

wewenang customer service tersebut. 

Dalam hal ini konsumen tidak berhasil 

mendapat haknya sebagaimana hukum 

mengaturnya. 

 
93 Op.cit., Pasal 4. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, 

perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. Dalam hal ini konsumen 

tidak memperoleh haknya karena pada 

kenyataannya masalah tersebut 

diselesaikan menurut ketentuan 

sebagaimana diatur oleh hukum pidana 

dan atau hukum perdata. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan 

pendidikan konsumen. Dalam hal ini 

sesungguhnya konsumen berhasil 

memperoleh haknya. Konsumen 

memperoleh pembinaan dan pendidikan 

konsumen menurut apa yang 

dikehendaki oleh PT. SBL melalui 

koordinator- koordinator PT. SBL di 

lapangan, dana tau melalui PT. SBL itu 

sendiri secara langsung. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani 

secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. Dapat diyakini bahwa 

sebelum terjadinya kegagalan 

pemberangkatan calon jamaah haji 

khusus dan atau calon jamaah umrah, 

konsumen diperlakukan oleh PT. SBL 

sebagaimana seharusnya. Hal yang 

berbeda terjadi pada saat PT. SBL gagal 

memberangkatkan calon jamaah haji 

khusus dan calon jamaah umrah, karena 

konsumen (calon jamaah haji khusus 

dan calon jamaah umrah dapat 

dipastikan diperlakukan atau dilayani 

secara tidak benar dan tidak jujur serta 

diskriminatif. 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, 

ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya. Dalam hal ini konsumen PT. 

mendapat kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian lainnya terkait 

dengan kegagalan PT. SBL 

memberangkatkan konsumen tersebut 

ke Masjidil Haram. 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

Dapat dipastikan bahwa konsumen 
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tidak memperoleh hak-haknya tersebut 

karena kasus tersebut menjadi sebuah 

perkara yang ditangani oleh pihak 

kepolisian menurut ketentuan hukum 

pidana yang berlaku di Indonesia. 

Secara umum dipahami bahwa 

eksistensi hak selalu menuntut adanya 

eksistesi kewajiban. Karena yang dimaksud 

hak disini adalah hak konsumen, maka yang 

dimaksud kewajiban disini adalah 

kewajiban pelaku usaha. Hak calon jamaah 

haji khusus dan atau jamaah umrah 

merupakan kewajiban PT. SBL untuk 

memenuhinya. Dibawah ini adalah 

kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh 

pelaku usaha (PT. SBL) agar pelaku usaha  

tersebut dapat memenuhi hak-haknya 

kepada konsumen.94 

1. Beritikad baik dalam melakukan 

kegiatan usahanya, Kewajiban pelaku 

usaha (PT. SBL) tersebut bersifat 

kualitatif sehingga menimbulkan multi 

tafsir. Salah satu cara menafsirkannya 

yang diusulkan oleh peneliti adalah 

dengan cara melihat hasil yang dicapai 

oleh kewajiban PT. SBL tersebut. 

Apabila ternyata hak konsumen 

terpenuhi, maka pelaku usaha (PT. 

SBL) dapat dianggap telah menjalankan 

kewajibannya dalam hal beritikad baik 

dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Pada kenyataannya hak konsumen 

untuk dapat berangkat ke Masjidil 

Haram tidak terlaksana, dengan 

demikian pelaku usaha dapat dikatakan 

tidak menjalan kewajibannya 

sebagaimana seharusnya. 

2. Memberikan informasi yang benar, 

jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan. Kewajiban tersebut 

bersifat kualitatif juga dengan demikian 

peneliti menyarankan agar 

penafsirannya dilakukan berdasarkan 

hasil, Karena pada kenyataannya 

 
94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

Pasal 7. 

konsumen gagal berangkat ke Masjidil 

Haram dan tidak ada solusi yang 

berhasil mengatasi hal tersebut yang 

dilakukan oleh pelaku usaha, maka 

pelaku usaha (PT. SBL) dapat 

dikategorikan tidak menjalankan 

kewajibannya dalam hal memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan jasa serta 

memberi penjelasan  penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan 

sebagaimana seharusnya. 

3. Memperlakukan atau melayani 

konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. Kewajiban PT. SBL 

tersebut pada awalnya dilaksanakan 

sebagaimana seharusnya sehingga 

banyak orang yang memutuskan untuk 

menjadi nasalah PT. SBL. Dengan 

berjalannya waktu, setelah PT. SBL 

tidak berhasil melaksanakan 

kewajibannya (janjinya) untuk 

memberangkatkan konsumennya 

tersebut ke Malsjidil Haram, maka 

kewajiban PT. SBL untuk 

memperlakukan atau melayani 

konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif menjadi tidak 

dilaksanakan sebagaimana seharusnya 

lagi. Hal tersebut dapat diketahui  

dengan adanya kenyataan bahwa PT. 

SBL dilaporkan kepada pihak 

kepolisian atas suatu dugaan tindak 

pidana tertentu yang telah 

dilakukannya. 

4. Menjamin mutu jasa yang diproduksi 

dan atau diperdagangkan  berdasarkan 

ketentuan standar mutu jasa yang 

berlaku. Kewajiban pelaku usaha (PT. 

SBL) tersebut secara nyata-nyata didak 

dilaksanakan sehingga konsumen gagal 

berangkat ke Masjidil Haram. 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen 

untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta 

memberi jaminan dan/atau garansi atas 
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barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan. Terhadap kewajiban 

pelaku usaha (PT. SBL). 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan 

pemanfaatan jasa yang diperdagangkan. 

Kewajiban pelaku usaha (PT. SBL) 

tersebut pada kenyataannya tidak 

berhasil dilaksanakan. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan adanya 

laporan dugaan tindak pidana yang 

dilakukan oleh PT. SBL oleh beberapa 

pihak yang merasa dirugikan kepada 

pihak kepolisian. 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian apabila jasa yang 

diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. Terkait dengan 

penelitian ini yang sifatnya studi kasus, 

jasa yang disediakan oleh pelaku usaha 

(PT. SBL) belum sempat digunakan 

oleh konsumen dengan demikian PT. 

SBL belum bisa dikatakan berhasi atau 

gagal dalam melaksanakan 

kewajibannya. 

  

IV. KESIMPULAN 

Secara kelembagaan kegagalan 

pemberangkatan calon jamaah haji dan atau 

umrah tersebut dapat diatas dengan 

mengimplementasikan ketentuan Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Dan Umrah dengan cara 

membentuk suatu lembaga khusus yang 

menjadi bagian dari Kementerian Agama 

dengan tugas utama untuk mengambil alih 

penyelenggara dan atau pengelola 

pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang 

bermasalah berdasarkan putusan 

pengadilan dalam rangka menjalankan 

fungsi negara kesejahteraan yang turut serta 

menyelenggarakan kesejahteraan 

masyarakatnya, terutama dalam bidang 

agama. 

Dalam skala yang lebih kecil di wilayan 

setingkat kabupaten/kota, kegagalan 

keberangkatan calon jamaah ibadah haji 

dan atau umrah, sebagai sebuah alternatif, 

dapat diselenggarakan penyelesaiannya 

melalui mekanisme sebagaimana diatur di 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. Dengan   

demikian   penyelesaian sengketanya dapat 

dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) yang ada di tingkat 

kabupaten/kota. Agar hal tersebut  dapat 

dilaksanakan dengan baik, maka ketentuan-

ketentuan di dalam undang-undang 

perlindungan komsumen mengenai hak dan 

kewajiban serta larangan, khusus terkait 

dengan barang, harus dapat diartikan dalam 

perspektif yang lebih laus, yaitu dapat juga 

diterapkan dalam bidang jasa. 
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